
GUBEKNUK SUTIATEKA UTARA

PERATURAI{ GUBERIIUR SUMATERA UTARA

NOMOR ro TAHUI| 2009

TEI{TA1{G

TARIF IT{GruTAN PENYEBERAI{GAT{ UT{TUK PEI{UUPIT{G I(EI.AS EKOilOHI DAT{

KEilDARAAI{ AT{TARA SIBOLGA - GUNUNG SITOLI DAfI SIBOLGA.TELUK DAI.A}I

Menimbang : a,

DEI{GAN RAHTIIAT TUHAT{ YAT{G TI{AHA ESA

GUBERT{UR SU TiATERA ttTARA,

bahwa berdasarkan Pasal 6 Kepufusan Menteri Perhubungan Nomor KM.

58 Tahun 2003 tenbng Mekanisrne Penetapan dan Formulasi Perhitungan

Tarif Angkutan Penyeberangan, maka perhitungan tarif angkutan

penyehrangan perlu disesuaikan dengan fonnulasi perhitungan brif
yang baru;

bahwa berdasarkan Pengumuman Pemerinbh yang menurunkan harga

Bahan Bakar Minyak (tsBM) pada tanggal 15 Januari 2009, sehinggga

perlu mengatur kembali tarif angkutan penyeberangan;

bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi dengan instansi terkait tanggal 23

Februari 2009 yang membahas tentang Penyesuaian Tarif Angkutan

Penyeberangan Sibolga-Gunung Sitoli;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf

b dan huruf q perlu menetapkan Ferahtran Gubenrur tentang Tarif

Angkubn Penyeberangan Unilrk Penumpang Kelas Ekonomi dan

Kendaraan Antara Sibolga - Gunung Sitoli dan Sibolga - Teluk Dalam;

.Mg,ng4gat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembenhrkan Daerah
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Sumatera Utara (Lembaran Nqara Republik Indonesia Tahun 1955

&d i h, Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

/U,' *t'4 , r/ 1103);

tt1t.,a { 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayar.an (Lembaran

,Qryho*or*'1 UU : Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan LembaranW:
. i, :,..-r efi if i 

Negara Republik lndonesia Nomor 3493);
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perahrran
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2004
Noiitoi 53, Tanibahin L€mbartin Negiar:a R€publik Inddn€siii Noiiioi'
438e);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kdua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara

R€publik lffiOn€sia N0ihor rNSr+4);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangnn

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar L26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoneia Nomor 4438);

Perahrran Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daenh Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 59);

Perahrran Penrerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan dt

Perairan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 1999 Nomor L87,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor L27,

Tainbahan Leinbaran Negara Republik Indonesia Noiiior 4145).

Perahrran Menteri Energi dan Sumber Daya Miner:al Nomor 16 Tahun

2ff]8 tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;

10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2@1 tentang

Penyelenggaraan Angkuhn Penyeber:angan;

, t-, -[. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang

I VtV Mekanisme Penetapan dan Formulasi Pefiitungan Tarif Angkutan

F Penveberanoan:Penyeberangan;
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7.
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12. Perahrran Daerah Nomor 8 Tahun 2008, tenhng Organlsasi dan Tata

Kefia Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah

Provinsi Sumatera Ubra Tahun 2{X}8 Nomor 8, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 8);

MEMUTTJSI(AN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN

UNTUK PENUMPANG KEI.AS EKONOMI DAN KENDARMN ANTARA SIBOLGA.

GUNUNG SITOU PAN SIBOTGA-TEtUK DAIAM



Pasal 1

Tarif Angkutan Penyeberangan ini ditetapkan untuk penumpang kelas
ekonomi, kendaraan penumpang b€serta dengan penumpangnya dan
kendaraan bar:ang krta dengan muatannya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubemur ini.

Pasal 2

Tarif Angkutan kendaraan bese*a dengan muabnnya ebagaimana
dimaksud dalam Pasl 1 ditetapkan berdasar{<an golongan kendaraan.

Pasal 3

Angkrtan kendaraan ditetapkan berdasar*an pmbagian golongan *bagai
berikut :

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III
- Golongan IV

- Golongan V

- Golongan VI

- Golongan \fII

Sepeda.

Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong.

Sepda nffir besar (> 500 cc) dan kendaraan roda 3.

Kendaraan bermotor berupa msbil Jeep, sedan,

minicab, minibus, mikrclet, pick up, station wagon

dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya

Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang

(fuk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai

dengan 7 meter dan sejenisnya.

Kendaraan bermotor berupa mobil bu+ mobil barang

(truky tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7

meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan

kereta penarik hnpa gandengan

Kendaraan bermotor berupa mobil barang (ruk
hnbn)ltangki, kereta penarik brikut gandengan

serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih

dari 10 meter sampai dengan LZ meter dan

sejenisnya.

Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk

tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta

penarik hrikut gandengan dengan panjang lebih dari

12 meter dan sejenisn)ta.
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- Golongan VIII

Pasal 4

Besamya Tarif Penyeberangan untuk kendar:aan yang belum termasuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan hrdasad<an kesepakabn

antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator).
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Pasal 5

Untuk barang yang diangkut dengnn kapal penyeberangan tefiapi barang

tersebut tidak menggunakan mobil barang, maka penetapan tarifnya
ditenUkan berdasarkan kesepakatan beruama antara pemakai jasa dengan
penyedia jasa angkutan penyeberangan (operator).

Pasel 6

Tarif angkutan penyeberangan terebut belum tennasuk luran Wajib Dana

Pertanggungan Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero)

dan asuransi sejenis lainnya.

Pasal 7

Dcngan berlakunya Peratufan Gr.Jbemuf ini, maka Peiaturan GuhiiTlui
Sumatera Utara Nomor 2l Tahun 20018 tentang Tarif Angkutan

Penyeberangan unfuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Anbra
Sibolga - Gunung Sitoli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Provinsi Sumatera lJbra.
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I.AMPIMN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTAM

NOMOR tO TAHUN 2OO9

TANGGAL fr &Vri[ asrl

TARIF ANGKUTA]{ PEI{YEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KEI.AS EKONOMI

DAN KENDARAAN ANTARA SIBOTGA -€U]{U]IG SITOLI

r{o JEI{IS MUATAT{ TARIF LAITIA
SESUAI

PERATURAH
GUBERNUR

SU'IATERA UTARA
r{oilQR 2l TAHU|{

2008

TARIF BARU

PERSENTASE
PEITIURUNAI{

I 2 3 4 5

A.
I
2

B.

1.

2.
3,
4.

5.

6.

7.

8.

Penumpang Kelas Ekonomi
- Dewasa
- Anak-anak

Kenderaan
Golongan I
Golongan II
Golongan III
Golongan IV
- Kendaraan Penumpang

besefta penumpangnya
- Kendaraan Barang

beseft: muatannya

Golongan V
- Kendaraan Penumpang

beserta penumpangnya

- Kendaraan Barang
beserta muatannya

Golongan VI
= Kendaraan Penumpang

beserta penumpangnya
- Kendaraan Barang

beserta muabnnya

Golongan VII

Golongan VIII

Rp
Rp

Rp.
Rp.
Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

65.750.-
31.250,-

18.150,-
105.550,-
122.800,-

1.152.600,

952.500,-

1.942.100,

1.668.000,

3.313.700,

3.045.500,

3.563.050,

5.663.700,

Rp
Rp

6Z.Zsg.-
29.254,-

Rp 17.150,-
Rp 99.550,-
Rp 11,+.300,-

Rp 1.094.600,-

Rp 904.500,-

Rp 1.844.100,-

1.584.000,-Rp

Rp

v
Rp

*:

3.081.700,-

2.832.500,-

3.313.050,-

5.267.7W,-

5,32 o/o

s,4a olo

5,51 o/o

5,68 o/o

6,92olo

5,O3 o/o

5,M olo

5,05 Vo

5,Mola

7,40 ola

6,99 96

7,A2o/a

6,99 Va
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LAMPIMN II PERATUMN GUBERNUR SUMATEM UTARA

NOMOR O TAHUN 2OO9

TANGGAL {! furr[ aoq

TARIF AHGKUTAI{ PENVEBERANGA]T UHTUK PE]TUMPANG KELtri EKOilOMI

DAN KE]IDARAAN ANTARA SIBOLGA - TELUK DALAM

NO lEl{IS },IUATAI{ TARI F PEI{YEBERAIIIGAI{
SIBOL€"A - IELUK PAIA+iI

A.
1

2

B.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Penumpang Kelas Ekonorni
- Dewasa
- Anak-anak

Kenderaan
Golongan I
€olongan II
Golongan III
Golongan IV
- Kendaraan Penumpang besefta

penumpangnya
- Kendaraan Barang beserta muatannya

Golongan V
- Kendaraan Penumpang beserta

Fnumpangnya

- Kendaraan Barang beserta muatannya

Golongan VI
- Kendaraan Penumpang be€efta

penumpangnya
- Kendaraan Barang beserta muatannya

Golongan VII

Golongan VIII

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp

Rp

Rp

Rp

51.750.-
24.25O,-

12,150,-
85.550,-
93.800,-

997.600,-

787.500,-

1.450.100,-

1.217.000,-

?_,531,,70Q.-

7,747.54O,-

3.427.050,-

4.427.7ffi,=

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp
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